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LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR 6 é\ 2010

PERATURAN DAERAH KOTA@KX MI
<

NOMOR 6 TAHUN

TENTAN

TAHAPAN, TATA CARA PEN UNAN, P DALIAN,
DAN EVALUASI PELAKSANAAN A NGUNAN DAERAH

Menimbang njut dari ketentuan Pasal 27 ayat (2)

mor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

naa embangunan  Nasional, maka perlu
ent@ turan Daerah tentang Tahapan, Tata Cara
yuspnan;—Pengendalian, dan Evaluasi  Pelaksanaan

n
eren%an Pembangunan Daerah;
Menging@ 1.ang—Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang

bentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan
Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14
Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang
Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun
1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang ......
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@

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 T4dhun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lem egara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nom Lembaran
Negara Republik Indonesi T 435

Undang-Undang @ 004 tentang
Pembentukan Per dang Undangan
(Lembaran Negara bhk nesia Tahun 2004
Nomor 53, han Le Negara Republik

Indonesia N o)

Undang, Nomo Tahun 2004 tentang Sistem
Pere gunan Nasional (Lembaran
Nega@bhk esia Tahun 2004 Nomor 104,
n L Negara Republik Indonesia
421),

ang oJ g Nomor 32 Tahun 2004 tentang
eme an Daerah (Lembaran Negara Republik
Ind Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
L b i Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
gaimana telah beberapa kali diubah terakhir
an Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
omor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



&

8.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Peraturan Pemerintah Nomor 88 Takun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan D

Republik Indonesia Tahun § omo @@, Tambahan

Lembaran Negara Repu 87 or 4578);

. Peraturan Pemerin or 79 ta un 2005 tentang
Pedoman Pemb Pengawasan
Penyelenggara emermt aerah (Lembaran
Negara Repu done un 2005 Nomor 165,
Tambahan a Republik Indonesia
Nomor/4 @

. Perat emeri omor 6 Tahun 2008 tentang

Ev enyelenggaraan Pemerintahan

@Lem egara Republik Indonesia Tahun
omo ambahan Lembaran Negara Republik

nesi or 4815);

@ era@ emerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
§; Dgko trasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran

ara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,
bahan Lembaran Negara Republik Indonesia
omor 4816);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan ......



14. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun
2007 tentang Pengundangan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun
2007 Nomor 7);

15. Peraturan Daerah Kota Sukabum\i Nomor 2 Tahun

2008 tentang Urusan Pemeri Kota Sukabumi

(Lembaran Daerah Kota habtvmj—Tahun 2008
Nomor 2);

16. Peraturan Daera t@abumor 6 Tahun
2008 tentang Pe an dan Stfsunan Organisasi

Perangkat Daerah ota bumi (Lembaran

Daerah Kota Sakqbumi Ta 08 Nomor 6);
Pe ]%n Bersama
DEW \ WAKI RAKYAT DAERAH
KOFA SUKABUMI

dan

@ \g@@m& SUKABUMI

@ MEMUTUSKAN :

U@ DAERAH TENTANG TAHAPAN, TATA

Menetapkan
PENYUSUNAN, PENGENDALIAN, DAN
SI PELAKSANAAN RENCANA
ANGUNAN DAERAH.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah ......
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1. Daerah adalah Kota Sukabumi.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan
prinsip otonomi seluas-luasnya (dalam sistem dan
prinsip negara  kesatuan blik  Indonesia

sebagaimana dimaksud dalany Uxdagg-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia T 45,

3. Pemerintah Daerah l@ah n Perangkat
Daerah sebagai un: yelen gy Pemermtahan
Daerah.

4. Kepala Daerah a@/\! i abuml

Daerah yang selanjutnya
baga Perwakilan Rakyat

%penyelenggara Pemerintahan

cab an adals suatu proses untuk menentukan
n magg n yang tepat, melalui urutan pilihan,

7 1tungkan sumber daya yang tersedia.

;emb@an Daerah adalah pemanfaatan sumber daya

%i imiliki untuk peningkatan kesejahteraan

rakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan,
patan kerja, lapangan berusaha akses terhadap

@ gambil  kebijakan, berdaya saing, maupun
8.

peningkatan indeks pembangunan manusia.

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses
penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan
berbagai unsur pemangku kegiatan didalamnya, guna
pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam
suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu
tertentu.

9. Rencana ......



&

% a ngkat@%ab.

@Kel h adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai
§; Perangkdt Daerah dalam Wilayah Kerja Kecamatan.

9. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat
program dan kegiatan yang diperlukan untuk
mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk
kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

10. Badan Perencanaan Pembangunen Daerah yang
selanjutnya disingkat Bapped h Bappeda Kota

Sukabumi. :
Y,

11. Perangkat Daerah adalh ns ée bantu Kepala

2 tahan Daerah
kretaridt Daerah, %ekretariat DPRD,
Dage Tekn@aerah, Kecamatan,

dan Kelurahan.

12. Satuan Ke, ang Q erah yang selanjutnya
disinglegt adalah) Satuan Kerja Perangkat
Daer %ng péftanggung  jawab  terhadap

NN

pelak tugay peperintahan di bidang tertentu di

&

13 ARecamatan

e

ah Wilayah Kerja Camat sebagai

®)

"l

1 awarah Perencanaan Pembangunan yang
anjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar

@ pemangku kepentingan dalam rangka menyusun

rencana pembangunan daerah.

16. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya
disingkat RTRW adalah rencana struktur tata ruang
kota yang mengatur struktur dan pola tata ruang kota
yang mengacu pada rencana tata ruang wilayah
Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

17. Rencana .....



17.

19.

20.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh)
tahun.

. Rencana Pembangunan Jangka{Menengah Daerah

yang selanjutnya disingkat R dalah dokumen

perencanaan Daerah untuk e :ahun.

Rencana Kerja Pemerin@?a ang selanjutnya

disingkat RKPD ad en anaan Daerah
n.

untuk periode 1 (satu\ta

Rencana Strategis-Satuan Keyj angkat Daerah yang
selanjutnya di Re PD adalah dokumen
perencana un@e ode 5 (lima) tahun.

Y

. Renc %a Satu%i(erja Perangkat Daerah yang
selan% disin enja SKPD adalah dokumen

n S% tuk periode 1 (satu) tahun.

22 ngku ntingan adalah pihak-pihak yang
% sun tidak langsung mendapat manfaat atau

amp, ari perencanaan dan pelaksanaan
Pempangythan Daerah.

Q BABII

@R; ZSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

(1) Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu

kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan
nasional.

(2) Perencanaan ......



(2) Perencanaan Pembangunan Daerah  dilakukan
Pemerintah  Daerah bersama para Pemangku
Kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan
masing-masing,.

(3) Perencanaan Pembangunan Daer
RTRW dengan rencana Pemba

(4) Perencanaan Pembanguna
berdasarkan kondisi da S
sesuai dinamika per 4n Dag

Pasal ?@2

Perencanaan Pembangun: aerah dirumuskan secara
transparan(y & Q-- sif, ien, efektif, akuntabel,
partisipati ur, ber%dilan, dan berkelanjutan.

@ é:?}@ BABIII
@PAN CANA PEMBANGUNAN DAERAH

@Q Bagian Kesatu
Q Umum

Pasal 4

mengintegrasikan
Daerah.

@) Rencana pembangunan Daerah meliputi :

a. RPJPD;
b. RPJMD; dan
c. RKPD.

(2) Rencana  Pembangunan  Daerah  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), disusun dengan tahapan :

a. penyusunan ......



penyusunan rancangan awal;
pelaksanaan Musrenbang;
perumusan rancangan akhir; dan
penetapan rencana.

an oe

@un rargg an awal RPJPD.
&nisi, dan arah Pembangunan

uat @
% gacu pada RPJP Nasional dan

un rancangan awal RPJPD sebagaimana
ima ada ayat (1), Bappeda meminta masukan
@ dari GKPH“dan Pemangku Kepentingan.

@ Paragraf 2

@ Pelaksanaan Musrenbang

Pasal 6

(1) Musrenbang  dilaksanakan = untuk = membahas
rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1).

(2) Musrenbang .....
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(2) Musrenbang dilaksanakan oleh Bappeda dengan
mengikutsertakan Pemangku Kepentingan.

(3) Musrenbang dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan
penyampaian, pembahasan, dan penyepakatan

rancangan awal RPJPD. § ;
(4) Pelaksanaan Musrenbang pRan —qleh Kepala
Daerah.
Q
G,

Peruptisan Ranc Akhir
< . .
(1) Ranc hir @PD dirumuskan berdasarkan
hasil nbang@
(2 @an aP]PD dirumuskan paling lama 1
% tahu um berakhirnya RPJPD yang sedang
lan. @
Ran akhir RPJPD disampaikan ke DPRD dalam
bgntuk—Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD
g lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya
4 g?? ? D

%
@5 w

yang sedang berjalan.

@ Paragraf 4

Penetapan
Pasal 8

(1) DPRD bersama Kepala Daerah membahas Rancangan
Peraturan Daerah tentang RPJPD.
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(2) RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah
berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri melalui
gubernur.

Pasal 9 §j
Kepala Daerah menyampaikan ra
RPJPD paling lama 1 (sa lan
diundangkan kepada MeD a

gubernur.

acrah tentang
k tanggal
eri melalui

Pasal 1@2
eb@an Peraturan Daerah
S

kat.

Paragraf 1

§ ;@ ’ @ Penyusunan Rancangan Awal

Pasal 11

@) appeda menyusun rancangan awal RPJMD.

(2) RPPMD memuat visi, misi, dan program Kepala
Daerah.

(3) Rancangan awal RPJMD berpedoman pada RPJPD dan
memperhatikan RPJM Nasional, kondisi lingkungan
strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap
pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.

Pasal 12 ......
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Pasal 12

(1) Kepala SKPD menyusun rancangan Renstra SKPD
sesuai dengan rancangan awal RPJMD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).

(2) Rancangan Renstra-SKPD aKap—oleh Kepala
SKPD kepada Bapppeda. @

(3) Bappeda menyemp, aancaoawal RPJMD
menjadi rancanga PJ¥ID dengdn menggunakan

rancangan Renstra-S seba @asukan.

S
@pa

Y
Z 3 elaksa@n Musrenbang
@ Q@(@’asal 13
(1)'}enban @ilaksanakan untuk  membahas
anga 1 RPJMD sebagaimana dimaksud dalam
asal é at (3).
@ srenbang dilaksanakan oleh Bappeda dengan
gikutsertakan pemangku kepentingan.
@ <'usrenbang dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan
Q penyampaian, pembahasan, dan penyepakatan
rancangan awal RPJMD.

(4) Pelaksanaan Musrenbang ditetapkan oleh Kepala
Daerah.

Paragraf 3 ...
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Paragraf 3

Perumusan Rancangan Akhir

Pasal 14 § ;]
(1) Rancangan akhir RPJMD @s eh Bappeda

berdasarkan hasil Musrenba
(2) Pembahasan rumcanga@&ihir RPJMD

ah.

dipimpin oleh Kep

1) ditet, dengan Peraturan Daerah setelah
nsulti gan Menteri Dalam Negeri melalui

Per ra%[)aerah tentang RPJMD ditetapkan paling
§ ; lama 6€énam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.

turan Daerah tentang RPJMD disampaikan
pada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri

(
@ alam Negeri.

Kepala Daerah menyebarluaskan Peraturan Daerah
tentang RPJMD kepada masyarakat.

Pasal 16



Bagian Keempat
Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Paragraf 1
Penyusunan Ra @AW@
(0"
@,
(1) Bappeda menyusun r ngan @\RKPD.
(2) RKPD merupd@mab ri RPJMD.
(3) Kepalayy a mestordmasﬂ(an penyusunan
ranc PD enggunakan rancangan Renja
SKP PD.

memuat rancangan kerangka

ekohomi D , program prioritas pembangunan
) na kerja, dan pendanaannya serta
rakl aju dengan mempertimbangkan kerangka

penddnaprl dan pagu indikatif, baik yang bersumber
ggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
%pun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan

{ g?? ? g;; dorong partisipasi masyarakat.
@ enetapan program prioritas berorientasi pada
pemenuhan  hak-hak dasar masyarakat dan
pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan

berkelanjutan.

(6) Rancangan RKPD menjadi bahan Musrenbang RKPD.

Paragraf 2 ......
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Paragraf 2
Pelaksanaan Musrenbang

Pasal 18

(1) Musrenbang RKPD merup wahanq partisipasi
masyarakat di Daerah.

R

(2) Musrenbang RKPD andkan appeda setiap
tahun dalam ran bahas Kancangan RKPD
tahun berikutnya. @

(3) Musrenbang dila@ untuk keterpaduan
Rancangan an D dan antar rencana
Pembag& ecamata

Q@(@’asal 19
an

Pe

nbang RKPD difasilitasi  oleh

Pasal 20

Pasal 21

Pemerintah  Daerah  menyelenggarakan  pertemuan
koordinasi pasca Musrenbang RKPD.
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Paragraf 3

Perumusan Rancangan Akhir

Pasal 22
(1) Hasil Musrenbang RKPD m@da musan
Ty &

rancangan akhir RKPD oleI d
(2) Rancangan akhir isus?eh Bappeda
KP

berdasarkan hasil \ Mugr¢nban D, dilengkapi
dengan pendanaan g m@\jukkan prakiraan

maju. @
O, @ Paf 4

@D di @an dengan Peraturan Kepala Daerah

0 Kep aerah menyampaikan Peraturan Kepala
Dgerah—tentang RKPD kepada Gubernur dengan
@usan kepada Menteri Dalam Negeri.

@ 4 Q PD dijadikan dasar penyusunan Rancangan

Q Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

)

Pasal 24

Kepala Daerah menyebarluaskan Peraturan Kepala Daerah
tentang RKPD kepada masyarakat.
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BABIV
RENSTRA DAN RENJA SKPD

Pasal 25

SKPD menyusun Renstra SKPD,

aksu a ayat (1)

Renstra SKPD sebagaiman

memuat visi, misi, tujua ategly kebij , program,
dan kegiatan pemb esua' @an tugas dan
fungsinya. @

Penyusunan Repstra SKPD b oman pada RPJMD

dan bersifat in %

Kecamata agai %PD menyusun  Renstra
Kecam agan bgspedoman pada RPJMD.
Q@C@Pasal 26

@KPB kan dengan keputusan kepala SKPD.

@ Pasal 27

enyusun Renja SKPD.

&

ncangan Renja SKPD disusun dengan mengacu
pada rancangan awal RKPD, Renstra SKPD, hasil
evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode
sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan wusulan
program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Rancangan Renja SKPD memuat kebijakan, program,
dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan
langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang
ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

(4) Program ......
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(4) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) meliputi program dan kegiatan yang sedang
berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator
kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan

USUNAN DOKUMEN
ANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu
Sumber Data

Pasal 29

Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi :

a. penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

b. organisasi dan tatalaksana Pemerintahan Daerah;

c. Kepala Daerah, DPRD, Perangkat Daerah, dan
pegawai negeri sipil Daerah;

d. keuangan Daerah;

e. potensi sumber daya Daerah;
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produk hukum Daerah;

kependudukan;

informasi dasar kewilayahan; dan

informasi lain terkait dengan penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah.

Pasal 3
(1) Dalam rangka pengelola ‘man 3 . an data dan

informasi secara op 3 erah @ membangun
sistem informasi Pefefhcamgan Pemb nan Daerah

= oorae

(2) Sistem informasi Perencanaa @nbangunan Daerah
merupakan s m informasi Daerah

sebagai satu@’;@%ng utuh dan tidak

terpisahka

47
3 Pera pera %\swtem informasi Perencanaan

Pem% an arus memenuhi standar yang
Pasal 31
@V Y l@akan syarat dan acuan utama penyusunan
ku

o en Réncana Pembangunan Daerah sesuai dengan

g? per n perundang-undangan.
@ Bagian Kedua

Pengolahan Sumber Data
Pasal 32

(1) Data dan informasi serta RTRW sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) diolah melalui
proses :

a. analisis .....



analisis Daerah;

b. identifikasi kebijakan nasional yang berdampak
pada Daerah;

c. perumusan masalah pembangunan Daerah;

d. penyusunan program, kegiatan, alokasi dana

indikatif, dan sumber pendan&ay, dan
e. penyusunan rancangan kébgjakan pembangunan

Daerah. i: ; :
(2) Proses pengolahan dat Mopmnask serta RTRW
sebagaimana dim da a %) dilakukan
melalui koordinasi Pemangka Kepentingan.

@ Pasé@
1) Analisi@@ sebagsna dimaksud dalam Pasal
u

32 a ruf encakup evaluasi pelaksanaan

renc%mban Daerah periode sebelumnya,

kopdisk dan Q@ pembangunan saat ini, serta
luar

p

@mis [@h sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

&

«

é@ Kerffi

ilakul@f "~ oleh Bappeda bersama Pemangku
an.

53

€)) peda menyusun kerangka studi dan instrumen
isis serta melakukan penelitian lapangan sebelum
enyusun Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 34

(1) Identifikasi kebijakan nasional yang berdampak pada

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat

(1) huruf b merupakan upaya Daerah dalam rangka

sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan program
prioritas nasional dalam Pembangunan Daerah.

(2) Sinkronisasi ......
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(2) Sinkronisasi kebijakan nasional yang berdampak pada
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan melihat kesesuaian terhadap
keberlanjutan program, dampak yang diinginkan dari
sisi pencapaian target atau sasaran, tingkat
keterdesakan, dan kemampuan a aran.

Pasal Q @
(1) Perumusan mas, emba@@uoan Daerah
sebagaimana dimakistid dlglam Pasal’32 ayat (1) huruf c

dirumuskan  deng me amakan  tingkat

keterdesakan c@jbutuha@ arakat.

(2) Rumusan lah iSsun secara menyeluruh
mencalgy gan, ahcgman, dan kelemahan yang
diha alam rencanaan dan pelaksanaan

ayat engkapi dengan anggaran prakiraan
, p% ian sasaran kinerja dan arah kebijakan

Pem an Da@
3 Pg@nan an masalah sebagaimana dimaksud
% é @ Pasal 36

& ogram, kegiatan, dan pendanaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d disusun
berdasarkan :

a. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka
menengah serta perencanaan dan penganggaran
terpaduy;

b. kerangka pendanaan dan pagu indikatif;
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c. program prioritas urusan wajib dan urusan pilihan
yang mengacu pada standar pelayanan minimal
sesuai dengan kondisi nyata daerah dan
kebutuhan masyarakat;

d. rekomendasi hasil reses anggota DPRD.

(2) Program, kegiatan, dan pen disusun untuk

tahun yang direncanakan dise prakiraan maju
sebagai implikasi kebutuha . @
(3) Sumber pendanaan Pe @ nan fah terdiri atas

Anggaran Pendapa am, Belanja Iéfah dan sumber
lain yang sah.

Pasal 38

é Ran an kebijakan Pembangunan Daerah sebagai hasil
dari um konsultasi publik dirumuskan menjadi
gan awal Rencana Pembangunan Daerah oleh

@ ppeda bersama SKPD.
Bagian Ketiga
Sistematika Rencana Pembangunan Daerah
Pasal 39

(1) Sistematika penulisan RPJPD, paling sedikit mencakup :
a. pendahuluan .......



-3

pendahuluan;

gambaran umum kondisi Daerah;
analisis isu-isu strategis;

visi dan misi Daerah;

arah kebijakan; dan

kaidah pelaksanaan.

(2) Sistematika penulisan , Vpaling sedikit

mencakup :
a. pendahuluan; @ @30

gambaran umum\kondisi Daera

c. gambaran peng an k gan Daerah serta

kerangka p naan; @
analisis is A3
visi, mi 4 .

me a0 o

RKPD paling sedikit mencakup :

rancangan kerangka ekonomi Daerah beserta

@ kerangka pendanaan;
d. prioritas dan sasaran pembangunan; dan
e

rencana program dan kegiatan prioritas Daerah.

@endahuluan;
valuasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;

(4) Sistematika penulisan Renstra SKPD, paling sedikit
mencakup :

a. pendahuluan;
b. gambaran pelayanan SKPD;
. isu-isu ......



dan sasaran RPJMD. Q
(5) Sistematika penulisan @ ’
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isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan
fungsi;

visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan
kebijakan;

rencana program, kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran, dan pendafaan indikatif; dan
indikator kinerja SKPD yangmengacu pada tujuan

3 ‘5; ing sedikit

mencakup : : i
pendahuluan;

an oe

o

f.

evaluasi pe naan Re D tahun laly;
tujuan, sa oNprog kegiatan;

indikat rja ielompok sasaran yang
m kan pe aian Renstra SKPD;
% ikatif %rta sumbernya serta prakiraan

Ydasa agu indikatif;

er da x dibutuhkan untuk menjalankan
ram dadkégiatan; dan

%@Permu@

&

@ @ Bagian Keempat

Ka@nasi Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah

Pasal 40

@) Koordinasi penyusunan Renstra SKPD dan Renja
SKPD dilakukan oleh masing-masing SKPD.

(2) Koordinasi penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD
dilakukan oleh Bappeda.
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BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu §;
Pengenda
Q
Kepala Daerah mel@ peny e;dalian terhadap

Perencanaan Pembangun aerah

O
Pengendi@ agaim@dgia dimaksud dalam Pasal 41

Q<

meliputi dalia dap:

Pijakim Peran Pembangunan Daerah; dan
@ sanaai na Pembangunan Daerah.
@ Pasal 43

1 gendalian oleh Kepala Daerah sebagaimana
ksud dalam Pasal 41 dalam pelaksanaannya
@akukan oleh Bappeda untuk keseluruhan
@ erencanaan Pembangunan Daerah dan oleh kepala

SKPD untuk program dan/atau kegiatan sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya.

)

o e

Zb@j

&

(2) Pengendalian oleh Bappeda meliputi pemantauan,
supervisi, dan tindak lanjut penyimpangan terhadap
pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai
dengan kebijakan Pembangunan Daerah.

(3) Pemantauan ......
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(3) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan
oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana,
dan kendala yang dihadapi.

(4) Hasil pemantauan pelaksanaan{jrogram dan/ atau
kegiatan sebagaimana dimaksu: ayat (3) disusun

dalam bentuk Iaporan tr1 1sampa1kan
kepada Bappeda. @
Q
(5) Kepala Bappeda a51 antauan dan
supervisi rencana angunan“ kepada Kepala
Daerah, dlsertal den rek asi dan langkah-

langkah yang lukan.

akukan evaluasi terhadap Perencanaan
nan Daerah lingkup provinsi, antar
atpti/kota dalam wilayah provinsi.

(2) ¢pala  Daerah melakukan evaluasi terhadap
evencanaan Pembangunan Daerah.

@ Pasal 45

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 meliputi
evaluasi terhadap :

a. kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah; dan

c. hasil ......
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c. hasil rencana Pembangunan Daerah.

Pasal 46

(1) Evaluasi oleh Kepala Daerah
dilakukan oleh  Bappeda

Perencanaan Pembangunan dan.oleh Kepala
SKPD untuk capaian kinerja sanagram dan
(2) Evaluasi oleh Bapp@?\puti :
gn

a. penilaian terltadap pela proses perumusan
dokumen a gunan Daerah, dan
pelaksarfa@n program dlar kegiatan Pembangunan
G

pun, ganalisis, dan menyusun hasil
@y

Kep PD dalam rangka pencapaian
(3) ,‘“ } evalg;@bagaimama dimaksud pada ayat (1)

Na P% unan Daerah.
enjadi bahan bagi penyusunan rencana

dan ayat (
Z em@am Daerah untuk periode berikutnya.
é @ Pasal 47
@ Daerah berkewajiban memberikan informasi

engenai hasil evaluasi pelaksanaan Perencanaan
mbangunan Daerah kepada masyarakat.

Pasal 48

Tata cara pengendalian dan evaluasi Perencanaan
Pembangunan  Daerah  ditetapkan dengan atau
berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.
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Bagian Ketiga
Perubahan
Pasal 49

(1) Rencana Pembangunan Daerah diubah dalam
hal :

a. hasil pengendaliane%lasi ;enunjukkan
bahwa proses uxagsan dubstansi yang

dirumuskan bglwym/ gesuai defigan mekanisme

yang diatur m ran perundang-
undangan;
b. terjadi pe ya asar; atau

C. merug enti sional.
< .
(2) Peru ncana %nbangunan Daerah ditetapkan
deng uran@ h.

©
@ @agian Keempat
% %@ Masyarakat
@ @ Pasal 50
@ éyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan
ng dianggap tidak sesuai dengan rencana yang telah

ditetapkan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
disertai dengan data dan informasi yang akurat.

(3) Pemerintah Daerah menindaklanjuti laporan dari
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan pertimbangan Kepala Bappeda dan
Kepala SKPD.

(4) Mekanisme .......
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(4) Mekanisme penyampaian dan tindak lanjut laporan
dari masyarakat diatur lebih lanjut oleh Kepala

Daerah.
BAB XI %

KETENTU @
Q

G :

Tata  cara  penilaia untu kriteria  usulan

mempertimbangka bot dan nitaiskor serta keterkaitan
dengan RPJPD¢ MD% bijakan  Pemerintah
i endesaknya pelaksanaan

Pusat/Provinsi/Dasgteh ti

kegiatan, @su asyarakdt, kemampuan keuangan

Daerah, giz%an dervddn atau berdasarkan Peraturan
@ BAB XII

zETENTUAN PENUTUP

<
Lo O s

ang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah
anjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur
@ngan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan  Daerah  ini  dengan
penempatannya dalam lembaran daerah.

Diundangkan di Sukabumi ¢

Pada tanggal 26 Nopember 2%@ %
SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUM],

cap. ttd. %@

MOHA

LEMBAR TA SUKABUMI TAHUN 2010 NOMOR 6




PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG : § j
TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN, PE@D DAN

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEM? NA ERAH

UMUM g @30
Untuk menjamin penyelenggaraan p i

transparan, akuntabel, efisien dam efektif dang perencanaan
pembangunan daerah, diperlukaa ta tata cara penyusunan,
pengendalian dan evaluasi per 2dn p nygunan daerah. Penerapan
peraturan perundangan y». aitan gan perencanaan daerah
merupakan alat untuk %21 tuju elayanan publik sebagaimana
dimaksud dalam Und% or 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah gk it sanaan otonomi daerah perlu

mendapatkan doron, @g lebihbesar dari berbagai elemen masyarakat
S

melalui  perencanqa an daerah agar demokratisasi,

transparansi, a‘%
Penyelengga @ ahapé
evaluasi pe%}j apaan Eenc 4 pembangunan daerah dimaksudkan untuk :

1. atka istensi antarkebijakan yang dilakukan berbagai

or asi @ dan antara kebijakan makro dan mikro maupun
antara kean dan pelaksanaan;

2. meningkatRan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan

kebijakan dan perencanaan program;

menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran;

4. meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan
publik;

5. terwujudnya penilaian kinerja kebijakan yang terukur, perencanaan,
dan pelaksanaan sesuai RPJMD, sehingga tercapai efektivitas
perencanaan.

@

Penyelenggaraan .....




Penyelenggaraan tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan
evaluasi rencana daerah dilakukan dengan pendekatan politik,
teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top down) dan bawah-atas (bottom up)
dilaksanakan tata cara dan tahapan perencanaan daerah bertujuan untuk
mengefektifkan proses pemerintahan yang baik melalui pemanfaatan
sumber daya publik yang berdampak pada percepatdn\ proses perubahan
sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, rarahnya proses

pengembangan ekonomi dan kemampuan ma @a atVdan_tercapainya
tujuan pelayanan publik. @
!E 3
Penyelenggaraan tata cara dan tahapap perencanaan ah mencakup
a

proses perencanaan yang terdiri dari pfoses () penyusthan kebijakan, (2)
penyusunan program, (3) Penyusunan—afokasi biayaan, dan (4)

monitoring dan evaluasi kinerja p@aa\n ke , rencana program,

dan alokasi pembiayaan program.

Tata cara dan tahapan peren daeralgzkukan oleh Bappeda Kota

Sukabumi maupun Satua eranglaf Daerah.

kota maupun koordi ntarlj Satuan Kerja Perangkat Daerah

melalui suatu pro meka tertentu untuk mencapai tujuan dan
sasaran Visi M’é% @

Proses pen raarg%canaan harus dapat memberikan arahan
bagi peni N Rpen angan sosial-ekonomi dan kemampuan
masy £erfd itu diperlukan adanya sinkronisasi antara rencana
pro giata organisasi publik dengan rencana kegiatan
masya dan pes ku kepentingan.

Proses penyel araan perencanaan perlu diikuti oleh adanya mekanisme
pemantauan kinerja kebijakan, rencana program, dan pembiayaan secara
terpadu bagi penyempurnaan kebijakan perencanaan selanjutnya; dan
mekanisme koordinasi perencanaan horizontal dan vertikal yang lebih
difokuskan pada komunikasi dan dialog antara seluruh Para Pemangku

Kepentingan Pembangunan dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, dan
saling ketergantungan satu sama lain.

Proses kegiatan penyel raan %@mam dilakukan baik pada tingkat

aQ




II.

Proses perencanaan dilaksanakan dengan memasukkan prinsip
pemberdayaan, pemerataan, demokratis, desentralistik, transparansi,
akuntabel, responsif, dan partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur
lembaga negara, lembaga pemerintah, masyarakat dan pemangku

kepentingan. § j

PASAL DEMI PASAL @ @
Pasal 1 @ @30
Cukup jelas

Pasal 2 @
Ayat (1)Cukup las. @)@ @%@

Q
Ayat (2) % %
Perencanaan%?ar;z;\\!k@ aerah dilakukan Pemerintah
{ e

epentingan dalam hal ini unsur-
Bcam »XKelurahan, Lembaga Pemberdayaan
MasyagaRat\LPM), Rukun Tetangga dan Rukun Warga,

iSa sosi ganisasi ~ kemasyarakatan, tokoh

or
m%at, agama dan anggota DPRD yang turut
@n akfif talam proses perencanaan pembangunan

masyarakat sesuai dengan urusan dan
kewenangan pemerintah daerah meningkatkan kesejahteraan
rakyat.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 3 ......



Pasal 3
Yang dimaksud dengan :
1. Transparan, adalah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk
memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif
tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan

perlindungan atas hak asasi pribadi, golongar, Yan rahasia negara;
2. Responsif, adalah dapat mengantisipasi Yexbyga si, masalah
dan perubahan yang terjadi di daerah;

3. Efisien, adalah pencapaian keljata tentu@%?gan masukan
epigfan kel aksimal;

terendah atau masukan terend arah m

4.  Efektif, adalah kemampuarymencapai t %engan sumber daya
yang dimiliki dengan carrose aling optimal;

5. Akuntabel, adala@ k é'az t dan hasil akhir dari

perencanaan nguna daerah harus dapat
dipertanggungja% kep

[
—

asyarakat atau rakyat sebagai

pemegang ke an terg egara sesuai dengan ketentuan
peraturan p g-un ié yang berlaku;

6. PartisiRasi\adalah @pakan hak masyarakat untuk terlibat
dala ap pro ahapan perencanaan pembangunan daerah
dan t ink{uspf“terhadap kelompok yang termarginalkan

m alup khtstfs komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi
ok syarakat yang tidak memiliki akses dalam

gam ijakan;

7. erua alah penetapan target kinerja yang akan dicapai dan
a

cara-car@untuk mencapainya;

8. Berkeadilan, adalah prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor,
pendapatan, gender dan usia;

9. Berkelanjutan, adalah setiap program dan kegiatan pembangunan
harus dapat berkelanjutan (sustain)

Pasal4 ......



Pasal 4
Ayat (1)
Cukupj

Ayat (2)

elas.

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b

Huruf c

Huruf d

Yang dimaksud den a 3 lah upaya

penjaringan aspira akat antara lain
ditujukan untuk modasi p1ras1 kelompok

masyarakat yang iki akses dalam

pengambilan ijakan @%i jalur  khusus
komumka51

elas
Pasal 5
Cukup jela

Pasal 6 @
Cukup ??

%elas
Pasal 8 @

Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11 ......



Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)

Y@dimaksud dengan :

Program prioritas pembangunan daerah adalah program
yang menjadi kebutuhan mendesak sesuai dengan potensi,
dana, tenaga, dan kemampuan manajerial yang dimiliki;

Rencana kerja adalah dokumen rencana yang memuat
program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai
sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi
dan kerangka anggaran.



Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 18 %
Ayat (1) @

Cukup jelas.

Ayat (2) @ @30
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas. @ @
Pasal 19 O, @ @

Ayat (1) % %
Yang dimaks gan @ litasi” adalah koordinasi yang
dilakukan rovingz%é?n Barat untuk mensinkronisasikan
egiatg

program giatgr erintah Provinsi Jawa Barat dan
Pemer@otas ABYmi.

Pasal 20
Cukup j @

A-Musre diselenggarakan setelah Musrenbang RKPD
gudk k menjamin konsistensi program dan kegiatan pada
RKPD.

Pasal 22
Cukup jelas.

>

¢

Pasal 23
Cukup jelas.



Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas. § ;
Pasal 26
Cukup jelas. @
Pasal 27 @ @30
Ayat (1)
Cukup jelas. @

Ayat (2) Cakap clas @ @%@

Ayat (3) €Z§>

Cukup jelas.

o 15 &
@

Cukup/e

Ayat (5)
KPI) mgmibahas prioritas program dan kegiatan yang

ihasilka Musrenbang Kecamatan sebagai upaya
nye nakan Rancangan Renja-SKPD, difasilitasi oleh
@KP .
Pasal 28 @
Cukup jelas:

Pasal 29
Ayat (1)
Rencana tata ruang yang perlu dirujuk adalah Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) provinsi, dan RTRW Kota Sukabumi.



Ayat (2)
Masyarakat dapat memperoleh data dan informasi untuk
memberikan bahan masukan dalam penyusunan rencana
pembangunan daerah dari pemerintah daerah.
Pasal 30

Ayat (1)
Sistem Informasi Perencanaan Pemkairg nanah adalah
suatu proses pengumpulan, olehaq, %nyimpanan,
pemeliharaan, pencarian k n vali}asy berbagai data
tertentu yang dibutuhka@ suaty oOfganisasi tentang

perencanaan pembangunan

@ Cukup jelas. @ @%®
Y
o (3)Cukup jelas. @ %

Pasal 31
Rencana Tat@ng dan RPJPD sebagai dokumen
perencana 'ma laj ng berkaitan dan tidak bisa dipisahkan.
Jika Pemeri ot L(%oumi belum memiliki Rencanan Tata Ruang
Wilayah RP]@erupakan acuan penyusunan rencana tata
ruang. kan, jika—télah memiliki rencana tata ruang yang masih
b ka r%na tata ruang tersebut digunakan sebagai acuan.

Pasal @
Ayat(1) Q
Cukup jelas.
Ayat (2)

Koordinasi dilakukan untuk :
a. menghindari tumpang tindih program, kegiatan dan
pendanaan yang disusun oleh masing-masing SKPD;

b. keterpaduan ......
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b. keterpaduan antara rencana pembangunan daerah yang
dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dengan rencana pembangunan di daerah yang
dibiayaiAPBD Provinsi maupun APBN;

c. keterpaduan dan sinergitas rencana bangunan antara
Kota Sukabumi dengan SKPD.

Pasal 33 @ @
Ayat (1) @ o
Cukup jelas. : i @3
Ayat (2)
Cukup jelas. @ ©@
Ayat (3) %

Kerangka studfy dstrume nalisis dapat juga berupa

analisis spes@rti ana% biaya dan manfaat (cost and
i a

nalisis gender.

Ayat (2) @ﬁ
ng’ dirpaksue” dengan keterdesakan adalah sesuatu yang
k bis§//ditunda seperti bencana alam, wabah penyakit,
@masa ah yang penting.

Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Perumusan masalah dilakukan wuntuk mengidentifikasi
kebutuhan masyarakat melalui analisis komprehensif dan
keterdesakan.

Pasal 36 ......
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Pasal 36
Ayat (1)

Huruf a
Kerangka pengeluaran jangka menengah adalah

pendekatan penganggaran ber§asarkan kebijakan,
dengan pengambilan keputusén adap kebijakan
tersebut dilakukan dalam kti ih dari satu
tahun  anggaran, deng me mbangkan
implikasi biaya akibat e@gt S ersangkutan

n
pada tahun beri > yhng @ngkan dalam
prakiraan maju;

pregra

Dasar penyusunan m, k an dan pendanaan
berlaku untuk penyusunan en RPJMD, RKPD,
Renstra SKPD !; R2 nja

Huruf b O, @
Xe "-‘ danaag{diutamakan untuk penyusunan
w/yangka, engah (RPJMD dan Renstra

S Serta & indikatif ~digunakan untuk
nan dekumen rencana tahunan (RKPD dan
@ SKPD @

H %
@Pw@ disusun berdasarkan urusan wajib dan
§; pilihan;~serta kegiatan disusun berdasarkan tingkat

rdesakan dan efektivitas pencapaian tujuan,

an, program.

Ayat(2)
Prakiraan maju digunakan untuk dokumen Renja SKPD dan
RKPD.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38 ......
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Pasal 38

Ayat (1)
Forum konsultasi publik merupakan wadah penampungan
dan penjaringan aspirasi masyarakat, dan dunia usaha untuk
penyempurnaan rancangan kebijakan. Hal ini menunjukkan
sistem  perencanaan bawah-atas (Ko¥tom-up  planning)
berdasarkan asas demokratisasi dan deséntalsasi.

Ayat (2) @
Cukup jelas.

PJ ( :: ) o

Ayat (3) @ :

Cukup jelas.

9
Pasai;it ) @ @%©

Cukup jelas. o

N
Ayt Huruf a % %

dimaksud dengan kerangka pendanaan adalah

agyan dari kerangka fiskal yang berhubungan dengan

¢gmampuan untuk membiayai belanja pemerintah.
Kerangka pendanaan disusun secara bersama-sama
antara Bappeda dengan Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.



Huruf {
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas. @

Huruf i
Cukup jelas. /g\ @ @30
@ndari kekosongan,

Huruf
Pada masa transisi, untuk
seperti peralih i pinan maka RPJMD
lama yang aka akhi jadi pedoman sementara

bagi peme@an kepald/daerah baru terpilih selama

belur%é&

1

uk'@géy

%m gambaran pelayanan SKPD dijelaskan juga
erigenai gambaran umum kinerja SKPD yang telah
capai.

Hurwf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.
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Huruf f
Cukup jelas.

Ayat (5)
Huruf a

Cukup jelas. § ;
Huruf b

Cukup jelas

Huruf c @@@ DS

Cukup jelas.

Huruf d ©@

Cukup jelas. @ @

Yang,Jj ud deq%:

1. indik dalah rincian dana yang
asik. k kegiatan tahunan.
indj adalah jumlah dana yang tersedia

@nmk usunan program dan kegiatan
% tahungf

Pasal 40 @

Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43.......



-15-
Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45 %
Cukup jelas. @

Pasal 46

Cukup jelas. :i @ @30

Pasal 47 @
Cukup jelas. @ @

Pasal 48 %
Cukup jelas. O,

Pasal 49 @ %

Cukup jelas. @ Q@C@
Pasal 50 @
Cukup jela% %@

Pasal 51 @
Cukup??a

Pas @
C Jelas @
Pasal 53 @

Cukup jelas.
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